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BUPATI  LUMAJANG 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR  6  TAHUN  2014 

 
T E N T A N G 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN  ANGGARAN  2015 

 
DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA 

BUPATI   LUMAJANG, 
 
Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), 
Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah 

menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 
188.150.K/KPTS/013/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Lumajang tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2015 ; 
 

  b. bahwa  penyempurnaan  sebagaimana dimaksud  pada huruf a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi ; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2015. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme    (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4393); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4422) ; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 

246, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 

5589); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028);  
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5351); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219) ; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaqra Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

33. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil ; 
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34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Palaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; 

36. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ; 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil 

Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 

2011; 

42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai 

Hasil Tembakau (DBHCT) di Jawa Timur; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004, Seri A Nomor 

04,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun  

2004  Nomor  40), sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Lumajang 

Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 33, Tambahan 

Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Tahun 2007 

Nomor 06); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang 

Tahun 2007 Nomor 01); 
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45. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun Nomor 55); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran  Daerah  Kabupaten  Lumajang  Tahun 2014 

Nomor  71). 

 
Dengan  Persetujuan  Bersama : 

DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH   

KABUPATEN  LUMAJANG 
 dan  

BUPATI  LUMAJANG 
 

MEMUTUSKA N  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 
 

Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 
sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah  Rp. 1.667.402.993.648,00 
 

2. Belanja Daerah    Rp. 1.893.959.344.341,00 
_ 

 Surplus/(Defisit)  Rp. (226.556.350.873,00) 
 

        

3. Pembiayaan Daerah     

 a. Penerimaan Rp. 230.556.000.000,00     

 b. Pengeluaran Rp. 3.999.649.127,00 _    

 Pembiayaan Netto  Rp. 226.556.350.873,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan : 

 Rp. 0,00 
 

 
Pasal  2 

 
(1)    Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 

1, terdiri dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp. 170.242.763.900,00 

b. Dana perimbangan  Rp. 1.118.111.140.000,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah 
yang sah  Rp. 379.049.089.568,00 

 

(2)  Pendapatan  Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Pajak daerah  Rp. 31.735.000.000,00 

b. Retribusi daerah  Rp. 25.546.029.360,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan  

 
Rp. 

 
4.359.346.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli  
Rp. 

 
108.602.388.540,00 
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daerah yang sah 
(3)    Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri dari jenis pendapatan:  
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil 

bukan pajak 

Rp. 124.745.265.000,00 

b. Dana alokasi umum  Rp. 923.492.395.000,00 

c. Dana alokasi khusus  Rp. 69.873.480.000,00 

 
(4)   Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:  

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya 

 
Rp. 

 
81.360.788.681,00 

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus  

 
Rp. 

 
290.390.167.887,00 

c. Bantuan keuangan dari Provinsi  
atau pemerintah daerah  lainnya 

 
Rp. 

 
7.298.133.000,00 

 
Pasal 3 

 

(1)   Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, 
terdiri dari:  
a. Belanja Tidak Langsung  Rp. 1.160.179.654.249,00 

b. Belanja Langsung  Rp. 733.779.690.092,00 

 

(2)    Belanja  Tidak  Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari jenis belanja:  

a. Belanja pegawai  Rp. 890.264.585.166,00 

b. Belanja hibah  Rp. 79.231.694.700,00 

c. Belanja bantuan sosial  Rp. 22.741.674.863,00 

d. Belanja bagi hasil kepada 

provinsi/kabupaten/kota dan 
pemerintah desa  

Rp. 609.146.953,00 

e. Belanja bantuan keuangan 
kepada provinsi/kabupaten/ 
kota/pemerintah desa dan 

Partai Politik 

Rp. 164.802.552.567,00 

f. Belanja tidak terduga  Rp. 2.530.000.000,00 

 
(3)    Belanja  Langsung  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, terdiri dari jenis  belanja:  

a. Belanja pegawai  Rp. 79.341.405.188,00 

b. Belanja belanja barang dan jasa  Rp. 315.065.480.931,00 

c. Belanja modal tanah  Rp. 26.184.367.500,00 

d. Belanja modal peralatan dan 
mesin 

Rp. 74.479.605.753,00 

e. Belanja modal gedung dan 
bangunan 

Rp. 132.548.911.074,00 

f. Belanja modal jalan, irigasi dan 

jaringan 

Rp. 97.471.280.996,00 

g. Belanja modal aset tetap lainnya Rp. 5.008.853.000,00 

h. Belanja modal aset lainnya Rp. 3.679.785.650,00 

 
Pasal 4 
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(1)    Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 3, terdiri dari :  

a. Penerimaan  Rp. 230.556.000.000,00 

b. Pengeluaran  Rp. 3.999.649.127,00 

 
(2)   Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Penggunaan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran  

 
Rp. 

 
229.431.000.000,00 

b. Penerimaan kembali pemberian 

pinjaman  

 
Rp. 

 
1.125.000.000,00 

 

(3)    Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pembiayaan:  
a. Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 2.235.000.000,00 

b. Pembayaran Utang Belanja Rp. 1.764.649.127,00 

 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan APBD;  

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi , Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan;  

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara;  

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 

Jabatan; 

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lain-lain; 

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini 

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.  

 
Pasal  6 

 
(1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015. 

 

(2) Pengeluaran untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas 

pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

dan/atau 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 

rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia 

anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

menggunakan Belanja Tidak Terduga. 

 

(4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan : 

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian 

target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun 

anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

 
Pasal  7 

 
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 

termasuk untuk keperluan mendesak. 
 

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit memenuhi kriteria : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 
daerah dan masyarakat; dan/atau 

c. program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan 
sudah jelas peruntukannya. 

 
Pasal 8 

 
(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD 
untuk dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD. 

 
(2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 

mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 
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(3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan 
dasar pengeluaran untuk kegiatan penanganan keadaan 
darurat. 

 

(4) Pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

 

(5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai penanganan 

keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Pasal 9 

 

Bupati   menetapkan  Peraturan  Bupati tentang Penjabaran  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 

operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. 

 

Pasal  10 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. 

 

Ditetapkan    di   Lumajang 
pada tanggal 30 Desember 2014                                       

 
WAKIL BUPATI  LUMAJANG 

 

ttd 
 

Drs. H.   A S ’A T,  M.Ag. 

Diundangkan di  Lumajang  
pada tanggal 30 Desember 2014  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LUMAJANG 

 
ttd 

 

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19550425 198411 1 001 
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Jabatan Paraf Tanggal 

Sekda   

Asisten    

Ka.DPKAD   

Kabag.Hukum    


